GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOUR 487.22/8 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS] DAN PCLJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN
PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGALI

Menimbang

Mengingat

a.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan
cdokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah, telah ditctapkan Kepulusan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Pelaksana Pada Badan  Publik
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

bahwa schubungan dengan perkembangan keadaan
khususnya nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Dacrah di
lingkungan Pemcrintah Provinsi Jawa Tengah, maka
Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
hurul a perlu ditinjau kembali:

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubcernur tentang [Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumcntasi Dan Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada
Badan Publilk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi Dan Transaksi Elekironik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 58, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonecsia Nomor 4843)
scbagaimana telah diubah dengan Undang-1Indang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tcntang
Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi -Publik (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):

Undang-Undang Nomor 25 ‘lahun 2009 tentang
Pelavanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomer 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Menetapkan
KESATU

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah beberapa lkali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penclapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

an

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tlentang
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tenlang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomar 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

7. Peraturan Presiden Nomor 3¢ Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

§. Pcraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran
Daecrali Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah TProvinsi Jawa Tengah Nomor
5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor ¢ Tahun 2016
tentang  Pembentukan Dan  Susunan Perangkat
Dacrah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 138);

9. DPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang  Standar Layanan Informasi Publik (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
37);

MEMUTUSKAN ;

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana pada Badan Publik Pemerinlah Provinsi
Jawa Tengah.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEFPULUH

Pejabat  Pengelola  Informast  dan  Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam
meclaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekreturis, Walkil
Sekretaris, Dewan Pertimbangan Pelayvanan Informasi,
Kctua Bidang, dan Petugas Pelayvanan Informasi Publik
dengan susunan keanggolaan scbagaimana tercantum
dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumenlasi Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam
mclaksanakan tugasnya dibarntu pclaksana
teknis/administrasi  yang ditetapkan oleh Kepala
Perangkat Dacrah dan Kepala Badan Usaha Milik Daerah
sesual dengan kcbutuhan dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan
Gubernur ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak
permohonan informasi.

Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
menetapkan Klasifikasi Informasi Publik dan menyusun
Standar Operasional Proscdur Pelayanan Informasi Publik.

Pojabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelalcsana
memberikan laporan tentang pengelolaan informasi vang
ada di lingkungannya kepada Pejabat Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi secara berkala,

Setiap Badan Publik wajib mengumumkan dan
menyediakan informasi publik  melahaii wehsite
ppid.jatengprov.go.id dan penvediaan Informasi Publik
vang dikoordinasikan olech Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi.

Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat
PPengelola Informasi dan Dokumentasi dapat menunjuk
Pejabat Pengelela Informasi dan Dokumentiasi Pelaksana
untuk membantu penyelesaian sengketa melalul mediasi
dan ajudikasi setelah mendapat penetapan Atasan Pejabat
Pcngelola Informasi dan Dekumentasi,

Scmua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai
berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
487.22/43 Tuhun 2022 tentang Pembentukan Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan  Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada
Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dicabut
dan dinyvatakan tidak berlaku.



KESEBELAS :  Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditctapkan.

Ditetapkan di Semarang
pddd tanggal 22 Januari 2024

TE,MBUSJ'EN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

Mentcri Dalam Negeri Republik Indonesiy;

Menteri Komunikasi dan Informaiika Republik Indonesia;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Ketaa Komisi Informasi Pusat;

Sckrelaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Para Asisten Sekretaris Daerah Praovinsi Jawa Tengah;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tcngah;

Kepala Biro Hultum Sckretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publilk Pemerintah Provineai Jawa Tengah.

B O R Bl B b




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAIIL
NOMOR 487.22/8 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA BADAN PURLIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJADBAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASL FADA

BADAN PUBLIK PEMERINTAII

PROVINSI JAWA TENGAH

|
' NO | KEDUDUKAN DALAM PPID JABATAN /INSTANSI
1. | Penanggung Jawab Gubcernur Jawa Tengah.
2. | Atasan DPejabat Pengelola | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Informasi dan Dokumentasi
3. | Dewan Pertimbangan | 1. Asisten Pemerintahan dan
Pclayvanan Informasi Kesejahtcraan  Rakyat  Sckretaris
Daerah Provinsi  Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris
Daecrah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekrelaris Daerah Provinsi
Jawa Tengal;
4. Tnspektur Provinsi Jawa Tengah; dan
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi |
Jawa Tengah.
4, | PPID/Ketua Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Tengah,
9. | Sekretaris Kepala Bidang Stlalistik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengalh.
6. | Wakil Sekrctaris Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik pada Dinas Komunikasi dan
Informartika Provinst Jawa Tengah.
7. | Bidang Pelayanan Informasi
’— a. Ketua Kepala Bire Umum Sckretariai Daerah
Provinsi Jawa Tengah.
h. Anggota 1. Kepala Bidang E-Government pada
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Tengah; dan
| 2. Sub Koordinator Seksi Pelayanan
Data dan Informasi Publik pada
Bidang Statistik Dinas Komunikasi
dan Inflormatika Pravinsi
Jawa Tengah.
S )




I

NO KEDUDUKAN DALAM PPID I- JABATAN/INSTANSI
8. | Bidang Pengelolaan Informasi
‘a. Kelua Kepala Badan Perencanaan
| Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Tengah. .
b. Anggota 1. Kepala Bidang Teknologi Inlormasi
‘ dan Komunikasi  pada  Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah; dan
|2. Sub Koordinator Seksi Statistik
Ekonomi dan Infrastruktur Bidang
Statistik pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa l'engah.
9. | Bidang Dokumentasi dan Arsip
a. Ketua Kepala Biro Administrasi Pembangunan |
Dacrah Beckretarial Daerah Provinsi
Jawa Tengah.
b. Anggota 1. Kepala Bidang DPersandian dan
Keamanan Informasi pada Dinas
Komunikasi dan Informatlika Provinsi
Jawa Tengah; dan
2. Sub Koordinator Seksi Slatistik Sosial
Politik  Hukim dan Hak Asasi
Manusia Bidang Stalistik pada Dinas |
Komunikasi dan Informatika Provins
Jawa Tengah. J
10. | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Scngketa Informasi
a. Ketua —chpaia Birg Hukum Sekrctariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah.
b. Anggota 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan
i Informatika Provinsi Jawa Tcngah;
dan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawalan pada Sekretariat Dinas |
Komunikasi dan Informatika Provinsi
Jawa Tengah.
I1. | Pejabat Pengclola Informasi | Sckretaris/Kepala Bagian Tata Usaha/
dan Dokumentasi Pelaksana | Kepala Sekretariat pada masing-masing
Perangkat Dacrah dan Pcjabai yang
membidangi Pelavanan Informasi pada
Badan Usaha Milik Dacrah.
L&, Pelugas Polaysnan Informasi | Sub Koondinauwr yang rmemTaicaai |
Pubhik Pclayanan Data dan Inlormasi Publik.

Felais. Friendy/ Subieor Sulis)/ Koor. Hargone /X 200202




LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/8 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI
PELAKSANA

DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PUBLIK

NO PEJABAT PENGELOILA
INFORMARI DAN
DOKUMENTASI
_ PELAKSANA
A, PERANGKAT DAERAII
I. | Sekretariat Dacrah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bagian Humas dan
Protokol

2. | Sckretariat Dewan Perwalkilan Rakyat Daerah Kepala Bagian Humas
Provinsi Jawa Tengah.
Inspeklorat Provinsi Jawa Tengah. Sekreraris

4. |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sekretaris Dinas
Jawa Tengah.
Dinas Keschatan Provinsi Jawa Tengah. Sckretaris Dinas

6. | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Sekretaris Dinas
Karya Provinsi Jawa Tengah.

7. | Dinas Pekerjaan Umurn Sumber Dayva Alr dan Sckretaris Dinas
Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

8. |Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Sekrelaris Dinas
Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Dinas Sosial Provinsi Juwa Tengah. Sckretaris Dinas

10. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sokretaris Dinas
Jawa Tengah.

11. | Dinas Energi dan Sumber Naya Mineral Provinsi Sekretaris Dinas
Jawa Tengah.

12. |Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisala Sekretaris Dinas
Provinsi Jawa Tengah.

12. | Dinas Perhubungan Provinei Jawa Tensgaly, Sckrotaris Dinas

14, [Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sckretaris Dinasg
Jawa Tengah.

15. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sekretaris Dinas
Jawa Tengah.

16. |Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Jawa Tengah.

Selretaris Dinas




84, |: Badan Riset dan Inovasi Dacrah DProvinsi

|Jawa lengah.

| 35.

Sekretaris Badan

NO BADAN PUBLIK PEJABAT PENGLELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
PELAKSANA
17. |Dinas Perianian dan Perkebunan Provinsi Sekretaris Dinas
Jawa Tengah.
18. |Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris Dinas
19. |Dinas Peternakan dan Kesehatan Hcwan Sckretaris Dinas
Provinsi Jawa Tengah.
20. |Dinas Kelautan dan Perikanan  Provinsi Sekretaris Dinas
Jawa Tengah.
21. |Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretaris Dinas
Provinsi Jawa Tengah.
22, |Dinas Pemberdayaan  Masyarakat, Desa, Sckretaris Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Jawa Tengah.
23. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Sckretaris Dinas
Anak, Pengendalian Penduduk dan Kcluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah.
24, |Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Sekretaris Dinas
| Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
25. |Kepala Dinas Kcarsipan dan Perpuslakaan Sekretaris Dinas
| Provinsi Jawa Tengah.
26. |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretaris Badan
Provinsi Jawa Tengah.
27. ! Badan Pcnanggulangan Bencana Daerah| Kepala Bagian Tata Usaha
Provinsi Jawa Tengah.
28. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sekretaris Badan
Jawa Tengah.
29. | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Sekretaris Badan
Tengah.
30. |Badan Pcngecmbangan Sumber Daya Manusia Sekretaris Badan
Provinsi Jawa Tengah. j
31. | Badan Pengclola Pendapatan Daerah Provinsi | Sckretaris Badan
Jawa Tengah, |
32. |Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Sekretaris Badan
| Provinsi Jawa Tengah.
33. | Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Kasubbag Tata Usaha

Sekretaris

Kepala BE-LéiﬂIl Sekretariat

Satuan  Pelisi  Pamong Praj_:a Provinsi
Jawa Tengah.

36. |Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Mocwardi
Provinsi Jawa Tengah.

ST

Sockardjo Provinsi Jawa Tengah.

Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono

Kepala Bagian Umum




NO BADAN FUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
: __ PELAKSANA -
38. | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, MPH Kepala Bagian Umum
| Provinsi Jawa Tengalh.
39. | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi | Kepala Bagian Tata Usaha
Jawa Tengah. !
40. |Rumah Sakit Jiwa Dacrah Dr. Amino Kepala Bagian Umum
Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
41. | Rumah Sakit Jiwa Dacrah Dr. Arif Zainudin Kepala Bagian Umum
Provinsi Jawa Tengah.
42. | Rumah 8akit Jiwa Dacrah Dr. RM. Socdjarwadi | Kepala Sub Bagian Tata
| Provinsi Jawa Tengah. |[ Usaha
B. BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

—

PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunsrn.

Manajer Personalia

2. | PT. Sarana Petnbangunan Jawa Tengah. Sekretaris Perusahaan

3. | PT. Bank Jateng. Sekretaris

4, | PT. Tirta Utama Jawa Tengah. Direktur Umum

5. | PT. Jateng Agro Berdikari. Kepala Bagian Umum dan |

Sumber Dayva Manusia

6. |PT. Bank Pcrkreditan Rakyat Badan Kredit Direktur Umum
Kecamatan Jawa Tengah. !

7. |PT. Penjaminan Kredit Daerah  Provinsi Kepala Bagian IT dan
Jawa Tengah. Opecrasional

i 8. | PT. Jateng Pctro Energi. I

Sckretaris Peruusahaan
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